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The advancement of information technology (IT) has significantly impacted 
governance, particularly in supporting capacity building at the city level. Bekasi City, 
a major urban center in West Java, has been actively implementing various IT-based 
initiatives to enhance administrative efficiency, public service quality, transparency, 
and local community involvement. This study aims to analyze IT governance in 
supporting capacity building in Bekasi City, focusing on policy frameworks, 
infrastructure, digital literacy, the involvement of local stakeholders such as RT/RW, 
and cross-sector collaboration. Using a qualitative descriptive method, data were 
collected through literature reviews, interviews, needs surveys, and observations of 
IT policies and programs, including an analysis of the role of smart city initiatives in 
enhancing IT governance. The findings indicate that while Bekasi City has made 
progress in areas such as e-government applications and increased participation of 
RT/RW representatives in public services, significant challenges remain. These 
include limited digital infrastructure in certain areas, low digital literacy levels 
among citizens, and insufficient strategic collaboration between the government, 
private sector, and local communities. The study recommends strengthening IT 
infrastructure, providing continuous training for government officials and RT/RW 
representatives, and expanding cross-sector collaborations to accelerate digital 
transformation and ensure sustainable capacity building. 

 

Abstrak 
Perkembangan teknologi informasi (TI) telah membawa dampak yang signifikan terhadap tata kelola 
pemerintahan, terutama dalam mendukung pembangunan kapasitas di tingkat kota. Kota Bekasi, sebagai salah 
satu kota besar di Jawa Barat, terus berupaya mengimplementasikan berbagai inisiatif berbasis TI untuk 
meningkatkan efisiensi administrasi, kualitas pelayanan publik, transparansi, serta keterlibatan komunitas lokal. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tata kelola TI dalam mendukung pembangunan kapasitas 
di Kota Bekasi dengan menyoroti aspek kebijakan, infrastruktur, literasi digital masyarakat, keterlibatan perangkat 
lokal seperti RT/RW, dan kolaborasi lintas sektor. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini 
mengumpulkan data melalui studi literatur, wawancara, survei kebutuhan, dan observasi terhadap program TI, 
termasuk analisis peran smart city dalam mendukung tata kelola berbasis teknologi. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa Kota Bekasi telah menunjukkan kemajuan dalam beberapa aspek, seperti implementasi aplikasi e-
government dan peningkatan partisipasi perangkat RT/RW dalam pelayanan publik. Namun, tantangan utama 
yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah, rendahnya tingkat literasi digital 
masyarakat, dan kurangnya kolaborasi strategis antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal. Oleh 
karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan infrastruktur TI, penyelenggaraan pelatihan 
berkelanjutan bagi aparat pemerintahan dan perangkat RT/RW, serta perluasan kerja sama lintas sektor untuk 
mempercepat transformasi digital dan pembangunan kapasitas secara berkelanjutan. 
 

Kata Kunci : Tata Kelola TI, Pembangunan Kapasitas, Smart City 

 
PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi informasi (TI) dalam era digital telah menghadirkan transformasi 
signifikan dalam tata kelola pemerintahan, khususnya di wilayah perkotaan. Berdasarkan data dari 
Kementerian Komunikasi dan Informatika (2023), lebih dari 60% kota di Indonesia telah mengadopsi 
berbagai inisiatif berbasis TI untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan transparansi 
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administrasi. Kota Bekasi, sebagai salah satu kota metropolitan di Jawa Barat dengan populasi lebih dari 
2,5 juta penduduk (BPS Kota Bekasi, 2024), telah menunjukkan komitmen kuat dalam 
mengimplementasikan transformasi digital melalui berbagai program smart city dan pemberdayaan 
komunitas lokal. 

 
( Gambar 2 ) 

Menurut Setiawan (2023), implementasi smart city di Kota Bekasi telah mencakup enam 
dimensi utama: Smart Governance, Smart Society, Smart Living, Smart Economy, Smart Environment, 
dan Smart Branding. Program-program ini telah menunjukkan dampak positif, dengan peningkatan 
efisiensi pelayanan publik sebesar 35% dan tingkat kepuasan masyarakat mencapai 78% pada tahun 
2023. Namun, Handayani (2020) mengidentifikasi bahwa masih terdapat kesenjangan digital yang 
signifikan, terutama dalam hal infrastruktur dan literasi digital di tingkat komunitas lokal. 

Peran aktif perangkat RT/RW menjadi kunci dalam menjembatani kesenjangan digital ini. Studi 
yang dilakukan oleh Mahendra et al. (2025) di Desa Karang Satria menunjukkan bahwa keterlibatan 
aktif RT/RW dalam implementasi aplikasi pelayanan publik dapat meningkatkan efektivitas program 
digital hingga 70%. Hal ini diperkuat oleh temuan Nurhayati (2021) yang menggarisbawahi pentingnya 
pemberdayaan komunitas lokal dalam mendukung transformasi digital perkotaan. 
Dalam konteks pembangunan kapasitas, Fathurrozi (2022) menekankan bahwa keberhasilan tata kelola 
TI tidak hanya bergantung pada ketersediaan infrastruktur, tetapi juga pada kesiapan sumber daya 
manusia dan dukungan kebijakan yang komprehensif. Data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 
Bekasi (2024) menunjukkan bahwa: 

• 85% RT/RW telah memiliki akses ke perangkat digital 
• 65% telah mendapatkan pelatihan dasar penggunaan aplikasi pelayanan publik 
• 45% secara aktif menggunakan platform digital dalam pelayanan masyarakat 

 
 (Gambar 2) 

Meskipun demikian, Abdullah Al Munawar et al. (2020) mengidentifikasi beberapa tantangan kritis 
dalam implementasi tata kelola TI di Kota Bekasi, termasuk: 

1. Keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah 
2. Rendahnya tingkat literasi digital masyarakat 
3. Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan 
4. Keterbatasan anggaran untuk pengembangan teknologi 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Menganalisis implementasi tata kelola TI dalam mendukung pembangunan kapasitas di Kota 

Bekasi 
2. Mengidentifikasi peran dan kontribusi komunitas lokal dalam transformasi digital 
3. Merumuskan strategi peningkatan efektivitas program berbasis TI melalui keterlibatan RT/RW 
4. Mengembangkan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam 

pembangunan smart city 
Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam mengisi kesenjangan literatur 

tentang peran komunitas lokal dalam transformasi digital perkotaan, serta memberikan kerangka 
praktis bagi pengambil kebijakan dalam mengoptimalkan tata kelola TI untuk pembangunan kapasitas 
kota. Dengan mengintegrasikan perspektif teknis, sosial, dan kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat 
mendorong pengembangan model tata kelola TI yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kota Bekasi. 

 
METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami implementasi 
tata kelola teknologi informasi (TI) dalam mendukung pembangunan kapasitas di Kota Bekasi. 
Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap keterlibatan perangkat 
lokal, khususnya RT/RW, dalam mendukung transformasi digital serta tantangan yang dihadapi. 

1. Desain Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan 
tata kelola TI, termasuk peran perangkat RT/RW dan masyarakat dalam mendukung digitalisasi layanan 
publik di Kota Bekasi. 

2. Metode Pengumpulan Data 
Data penelitian dikumpulkan melalui metode berikut: 
Wawancara: Dilakukan secara langsung kepada 10 ketua RT, beberapa perwakilan RW, serta masyarakat 
sekitar untuk menggali pengalaman, kebutuhan, dan tantangan dalam penggunaan TI untuk pelayanan 
publik. 
Studi Literatur: Menganalisis dokumen kebijakan, laporan pemerintah, serta artikel akademik terkait 
tata kelola TI dan pembangunan kapasitas, baik di Kota Bekasi maupun di wilayah lain yang relevan. 
Observasi Partisipatif: Mengamati langsung implementasi TI di lingkungan RT/RW, termasuk 
penggunaan aplikasi atau platform digital untuk mendukung pelayanan publik. 

3. Teknik Analisis Data 
Data dianalisis menggunakan pendekatan tematik, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
Reduksi Data: Menyeleksi informasi yang relevan dari wawancara, observasi, dan studi literatur. 
Penyajian Data: Menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, dan grafik untuk menggambarkan temuan 
penelitian. 
Penarikan Kesimpulan: Merumuskan kesimpulan berdasarkan analisis temuan untuk menjawab tujuan 
penelitian dan memberikan rekomendasi strategis. 

4. Validasi Data 
Keabsahan data dijamin melalui triangulasi metode, yaitu dengan membandingkan hasil 

wawancara, studi literatur, dan observasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan konsistensi temuan dan 
validitas data. 

5. Lokasi dan Subjek Penelitian 
Penelitian dilakukan di beberapa wilayah RT/RW di Kota Bekasi, dengan fokus pada perangkat lokal 

yang berperan aktif dalam mendukung implementasi TI, seperti ketua RT/RW dan masyarakat 
pengguna layanan publik digital. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

Indonesia telah menerapkan konsep Smart City 4.0 sebagai bagian dari kebijakan strategis untuk 
mendorong transformasi digital di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Konsep ini 
mulai diperkenalkan sekitar tahun 2017 melalui program "Gerakan Menuju 100 Smart City," yang 
dirancang untuk memilih dan mendampingi 100 kabupaten/kota sebagai role model penerapan smart 
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city di Indonesia. Program ini tidak hanya memberikan pendampingan tetapi juga mendorong daerah 
terpilih untuk mendayagunakan keunggulan, potensi, dan mengatasi tantangan lokal mereka. 

Kota Bekasi, sebagai salah satu kota besar di Jawa Barat, memiliki peluang besar untuk 
memanfaatkan konsep Smart City 4.0 dalam meningkatkan pembangunan kapasitas dan tata kelola 
pemerintahan melalui integrasi teknologi informasi (TI). Program-program berbasis TI, seperti yang 
berhasil diterapkan di Desa Karang Satria melalui aplikasi Pelumas, menjadi contoh nyata bagaimana 
digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi layanan publik dan keterlibatan komunitas lokal, khususnya 
perangkat RT/RW. 

Sejalan dengan apresiasi dari kementerian seperti Kemendagri dan Kominfo terhadap program 
digitalisasi nasional, penerapan tata kelola TI di Kota Bekasi dapat menjadi langkah strategis menuju 
transformasi digital yang lebih luas. Bagian ini membahas hasil implementasi tata kelola TI di Kota 
Bekasi dengan menyoroti keterlibatan komunitas lokal, potensi yang dimiliki, tantangan yang dihadapi, 
serta rekomendasi untuk memperkuat pembangunan kapasitas berbasis teknologi. 

 

N
o 

Aspek Hasil/Temuan Peluang Tantangan Rekomendasi 

1 Keterlibata
n 
Komunitas 
Lokal 

RT/RW aktif 
dalam 
mendukung 
digitalisasi 
pelayanan 
publik 
melalui 
aplikasi 
seperti 
Pelumas 

Meningkatka
n partisipasi 
RT/RW dalam 
perencanaan 
dan 
implementasi 
program TI. 

Literasi 
digital 
perangkat 
lokal seperti 
RT/RW masih 
rendah. 

Memberikan 
pelatihan 
literasi 
digital 
kepada 
perangkat 
RT/RW 
secara 
berkelanjuta
n. 

2 Infrastruktu
r Digital 

Infrastruktur 
TI sebagian 
sudah 
tersedia, 
tetapi tidak 
merata di 
seluruh 
wilayah Kota 
Bekasi. 

Penguatan 
infrastruktur 
seperti 
jaringan 
internet dan 
pengadaan 
perangkat 
teknologi. 

Keterbatasan 
infrastruktur 
digital, 
terutama 
akses internet 
di beberapa 
wilayah 

Investasi 
infrastruktur 
digital, 
seperti kabel 
fiber optik 
dan jaringan 
internet 
yang stabil. 

3 Efisiensi 
Layanan 
Publik 

Aplikasi 
berbasis 
digital 
mampu 
meningkatka
n efisiensi 
administrasi 
dan 
pelayanan, 
seperti di 
Desa Karang 
Satria. 

Replikasi 
keberhasilan 
aplikasi 
layanan 
publik digital 
ke wilayah 
lain di Kota 
Bekasi. 

Kecepatan 
internet yang 
tidak stabil 
menghambat 
kelancaran 
penggunaan 
aplikasi. 

Meningkatka
n kecepatan 
internet 
untuk 
mendukung 
aplikasi 
layanan 
publik 
berbasis 
digital 

4 Kolaborasi 
Lintas 
Sektor 

Kerjasama 
lintas sektor 
antara 
pemerintah, 
swasta, dan 

Memanfaatka
n kolaborasi 
lintas sektor 
untuk 
pengembanga

Kurangnya 
keterlibatan 
sektor swasta 
dalam 
pendanaan 

Memperluas 
kerja sama 
dengan 
sektor 
swasta dan 
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komunitas 
lokal masih 
minim. 

n teknologi 
dan 
infrastruktur 
digital. 

dan 
pengembanga
n teknologi. 

lembaga 
pendidikan 
untuk 
mendukung 
transformasi 
TI. 

5 Kesadaran 
Teknologi 

Sosialisasi TI 
masih 
bersifat 
sporadis dan 
belum 
merata 

Edukasi 
masyarakat 
tentang 
manfaat 
teknologi 
dalam 
pelayanan 
publik. 

Rendahnya 
tingkat 
literasi digital 
masyarakat, 
terutama 
perangkat 
lokal. 

Mengadakan 
kampanye 
kesadaran 
teknologi 
melalui 
pendekatan 
langsung ke 
komunitas 
lokal. 

6 Koordinasi 
Antar 
Lembaga 

Tidak semua 
lembaga 
pemerintah 
memiliki visi 
yang selaras 
dalam 
penerapan 
program 
Smart City. 

Membangun 
sistem 
koordinasi 
yang lebih 
terintegrasi 
antar 
lembaga 
pemerintah. 

Kurangnya 
koordinasi 
yang 
terstruktur 
menghambat 
proses 
pengambilan 
keputusan 
dan 
implementasi 
TI. 

Menerapkan 
mekanisme 
monitoring 
dan evaluasi 
program 
untuk 
menilai 
efektivitas 
penerapan 
TI. 

 
Implementasi Tata Kelola TI dan Peran Komunitas Lokal 
 

Implementasi tata kelola teknologi informasi (TI) di Kota Bekasi menunjukkan kemajuan 
signifikan dalam meningkatkan efisiensi layanan publik dan administrasi pemerintahan. Penelitian pada 
tingkat lokal, seperti di Desa Karang Satria melalui penggunaan aplikasi Pelumas, menunjukkan bahwa 
keterlibatan komunitas lokal seperti RT/RW merupakan elemen kunci dalam keberhasilan penerapan 
teknologi berbasis digital. 

Aplikasi Pelumas berhasil meningkatkan efisiensi administrasi dan partisipasi aktif masyarakat, 
terutama perangkat RT/RW, dalam pelayanan publik. Dengan memanfaatkan pelatihan intensif dan 
pendekatan sosialisasi yang sistematis, perangkat desa mampu mengoptimalkan fitur aplikasi untuk 
mempermudah administrasi seperti pembuatan surat pengantar, pengelolaan data kependudukan, dan 
layanan lainnya. Hal serupa dapat diterapkan di Kota Bekasi untuk memperkuat kapasitas komunitas 
lokal dalam mendukung program digitalisasi berbasis tata kelola TI. 

Tantangan dan Kesenjangan dalam Tata Kelola TI di Kota BekasiPenghambat Penerapan Konsep 
Smart City, Meskipun berbagai inisiatif telah diterapkan, penelitian ini menemukan bahwa masih 
terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan tata kelola TI 
di Kota Bekasi, yaitu: 
 

1. Keterbatasan Infrastruktur Digital: Infrastruktur yang kurang memadai, seperti akses internet 
yang terbatas di beberapa wilayah, menghambat adopsi teknologi secara merata. 

Literasi Digital Masyarakat: Tingkat literasi digital yang rendah, terutama di kalangan perangkat lokal 
seperti RT/RW, menjadi kendala dalam memanfaatkan teknologi secara optimal. 

2. Minimnya Kolaborasi Lintas Sektor: Kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan komunitas 
lokal belum optimal untuk mendukung digitalisasi pelayanan publik. 
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Peluang dalam Meningkatkan Pembangunan Kapasitas melalui Teknologi 
Belajar dari pengalaman Desa Karang Satria, peluang besar dapat dimanfaatkan oleh Kota Bekasi dengan 
strategi berikut: 

1. Pelatihan Literasi Digital: Program pelatihan literasi digital untuk perangkat RT/RW yang 
difokuskan pada penggunaan aplikasi layanan publik dapat meningkatkan keterlibatan dan 
kemampuan mereka dalam mendukung tata kelola TI. 

2. Penguatan Infrastruktur TI: Investasi dalam infrastruktur digital, termasuk pengadaan 
perangkat keras dan jaringan internet yang andal, akan mempercepat transformasi digital. 

3. Peningkatan Kesadaran Teknologi: Kampanye kesadaran teknologi melalui sosialisasi langsung 
ke komunitas lokal dapat meningkatkan adopsi dan pemahaman masyarakat tentang manfaat 
teknologi dalam pelayanan publik. 

 
Rekomendasi Strategis untuk Kota Bekasi 
Berdasarkan hasil studi, berikut rekomendasi untuk memperkuat pembangunan kapasitas Kota Bekasi 
melalui tata kelola TI:  

1. Meningkatkan Peran Komunitas Lokal: Melibatkan perangkat RT/RW dalam perencanaan dan 
implementasi program TI, seperti yang dilakukan di Desa Karang Satria dengan aplikasi 
Pelumas. 

2. Sosialisasi dan Pendampingan Berkelanjutan: Mengadakan program sosialisasi berkelanjutan 
untuk memastikan perangkat lokal memahami dan mampu menggunakan teknologi dengan 
baik. 

3. Kolaborasi Lintas Sektor: Memperluas kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga 
pendidikan untuk mendukung pengembangan teknologi dan pelatihan sumber daya manusia. 

4. Monitoring dan Evaluasi Program: Mengadopsi mekanisme monitoring yang terstruktur untuk 
menilai efektivitas penerapan teknologi dan membuat perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. 
 

Penghambat Penerapan Konsep Smart City di Kota Bekasi 
Implementasi konsep Smart City di Indonesia, termasuk di Kota Bekasi, menghadapi berbagai tantangan 
yang serupa dengan pengalaman kota-kota lain, seperti Semarang. Dalam proses penerapannya, 
beberapa hambatan utama ditemukan, baik yang berasal dari aspek internal pemerintahan maupun 
faktor eksternal. Hambatan-hambatan ini berpotensi memperlambat progres digitalisasi layanan publik 
dan penguatan tata kelola TI di Kota Bekasi. Berikut adalah penghambat utama yang relevan: 

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten 
Transformasi digital yang diusung oleh konsep Smart City memerlukan SDM yang profesional dan 
memiliki literasi digital tinggi. Di Kota Bekasi, salah satu kendala yang signifikan adalah kurangnya SDM, 
khususnya pada perangkat lokal seperti RT/RW, yang memiliki kompetensi dalam menerapkan 
teknologi digital. Hambatan ini tidak hanya mencakup keterampilan teknis, tetapi juga terkait dengan 
mindset dan perilaku aparatur yang belum sepenuhnya mendukung layanan berbasis digital. 

2. Keterbatasan Infrastruktur Digital 
Penerapan Smart City membutuhkan infrastruktur yang mendukung, seperti jaringan internet cepat dan 
ketersediaan kabel fiber optik. Di Kota Bekasi, keterbatasan infrastruktur ini masih menjadi tantangan 
utama, terutama di wilayah tertentu yang belum sepenuhnya terjangkau. Infrastruktur yang kurang 
memadai dapat menghambat pelaksanaan aplikasi berbasis Internet of Things (IoT) dan integrasi big 
data yang menjadi fondasi konsep Smart City. 

3. Kecepatan Internet yang Tidak Stabil 
Salah satu hambatan utama dalam mendukung tata kelola TI di Kota Bekasi adalah kecepatan internet 
yang belum memenuhi standar untuk mendukung aplikasi layanan publik berbasis digital. Dengan 
kecepatan internet yang lambat, efisiensi dan keandalan sistem digital menjadi sulit dicapai, sehingga 
mengurangi efektivitas program Smart City yang membutuhkan konektivitas yang andal. 

4. Kurangnya Kolaborasi Lintas Sektor 
Kolaborasi antara pemerintah daerah, swasta, dan komunitas lokal masih belum optimal. 
Ketidakseimbangan ini sering kali memperlambat implementasi program berbasis teknologi. Misalnya, 



Journal of International Multidisciplinary Research                                               Vol: 3 No: 1 Januari 2025
       

https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr 274 

 

minimnya keterlibatan sektor swasta dalam pendanaan dan pengembangan infrastruktur digital di Kota 
Bekasi. 

5. Rendahnya Tingkat Literasi Digital Masyarakat 
Transformasi digital membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Namun, rendahnya tingkat literasi 
digital, terutama di kalangan masyarakat umum dan perangkat RT/RW, menjadi hambatan besar dalam 
adopsi teknologi. Banyak masyarakat yang merasa kesulitan menggunakan aplikasi layanan publik 
karena kurangnya pemahaman teknologi. 

6. Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah 
Perbedaan visi dan tujuan antar lembaga pemerintah sering menjadi penghambat implementasi 
kebijakan. Ketidakselarasan ini berdampak pada lambatnya proses pengambilan keputusan dan 
pelaksanaan program Smart City di Kota Bekasi. 
Solusi untuk Mengatasi Hambatan 
Meskipun menghadapi banyak hambatan, Kota Bekasi memiliki potensi besar untuk mengatasi 
tantangan ini melalui pendekatan strategis: 

1. Peningkatan Kompetensi SDM: Memberikan pelatihan intensif dan berkelanjutan bagi aparat 
pemerintah dan perangkat RT/RW untuk meningkatkan literasi digital dan kemampuan teknis 
mereka. 

2. Investasi Infrastruktur: Mempercepat pengadaan dan pengembangan infrastruktur digital, 
seperti kabel fiber optik dan peningkatan kapasitas jaringan internet. 

3. Kolaborasi yang Lebih Kuat: Mengundang lebih banyak sektor swasta untuk berinvestasi dalam 
pengembangan teknologi dan infrastruktur kota. 

4. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat: Mengadakan program edukasi masyarakat untuk 
meningkatkan literasi digital dan pemahaman tentang manfaat teknologi. 

5. Koordinasi yang Terpadu: Membangun sistem koordinasi yang lebih terintegrasi antar lembaga 
pemerintah untuk memastikan keselarasan visi dan tujuan dalam penerapan program berbasis 
TI. 

 
KESIMPULAN  

Penerapan konsep Smart City di Kota Bekasi menunjukkan upaya yang progresif dalam 
mengintegrasikan teknologi informasi (TI) untuk mendukung berbagai aspek pembangunan kota, 
seperti smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society, dan smart 
environment. Inisiatif berbasis TI ini bertujuan meningkatkan efisiensi layanan publik, transparansi, 
serta kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, 
implementasi tata kelola TI di Kota Bekasi masih menghadapi tantangan, di antaranya terbatasnya 
sumber daya manusia yang kompeten, keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital 
masyarakat, lambatnya konektivitas internet, dan kurang optimalnya koordinasi antar lembaga 
pemerintah. 

Untuk mengatasi tantangan tersebut, langkah strategis yang melibatkan pelatihan berkelanjutan 
bagi sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur digital, peningkatan kolaborasi 
lintas sektor dengan sektor swasta dan komunitas lokal, serta penyelarasan visi antar lembaga 
pemerintah sangat diperlukan. Upaya ini harus dibarengi dengan sosialisasi dan edukasi yang intensif 
untuk memastikan perangkat lokal seperti RT/RW dan masyarakat memahami dan memanfaatkan 
teknologi secara optimal. 

Keberlanjutan penerapan konsep Smart City di Kota Bekasi akan bergantung pada pendekatan 
yang inklusif, yang tidak hanya melibatkan pihak pemerintah tetapi juga komunitas lokal. Transformasi 
digital yang terarah dan menyeluruh diharapkan dapat memperkuat pembangunan kapasitas lokal, 
mempercepat modernisasi layanan publik, dan mewujudkan Kota Bekasi yang lebih maju, inklusif, serta 
tanggap terhadap perubahan zaman. 
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